LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI

ClMmAHI

NOMOR : 192 TAHUN : 2015

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang: a. bahwa penunaian zakat merupakan
kewajiban Umat Islam yang
berfungsi membersihkan harta dan
jiwa yang berdimensi sosial sangat
luas;



Mengingat

bahwa pengelolaan zakat merupakan
pengelolaan dana umat Islam yang
harus dilaksanakan sesuai syari’at,
profesional, amanah, dan transparan
sehingga dapat turut serta
mewujudkan masyarakat Kota
Cimahi yang sejahtera, adil dan
makmur;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kota
Cimahi tentang Pengelolaan Zakat;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2001 tentang Pembentukan Kota
Cimahi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4116);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5508);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4737);



8. Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kota
Cimahi (Lembaran Daerah Kota
Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 seri
D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
Dan
WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang
dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Cimahi.

2. Pemerintah Daerah adalah
Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara

pemerintah daerah.

3. Walikota adalah Walikota Kota
Cimabhi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

5. Kepala Kementerian Agama adalah
Kepala Kementerian Agama Kantor
Kota Cimabhi.

6. Majelis Ulama Indonesia adalah
Majelis Ulama Indonesia Kota
Cimahi.



10.

Badan Amil Zakat Nasional yang
selanjutnya disebut BAZNAS
adalah Lembaga yang berwenang
melaksanakan tugas pengelolaan
zakat secara nasional.

BAZNAS Kota Cimahi adalah
lembaga yang berwenang
melaksanakan tugas dan fungsi
BAZNAS pada tingkat Kota.

Lembaga Amil Zakat yang
selanjutnya disingkat LAZ adalah
Lembaga pengelola zakat infaq,
shodaqoh, hibah wasiat, warisan
dan kafarat yang sepenuhnya
dibentuk atas prakarsa masyarakat
dan oleh masyarakat yang bergerak
di bidang kemaslahatan umat
Islam yang dikukuhkan oleh
pemerintah.

Unit Pengumpul Zakat yang
selanjutnya disebut UPZ adalah
satuan organisasi yang dibentuk
oleh Badan Amil Zakat di semua
tingkatan dengan tugas
mengumpulkan zakat untuk
melayani muzakki, yang berada
pada kelurahan, instansi — instansi
pemerintah dan swasta.



11.

12.

13.

14.

15.

Pengelolaan Zakat adalah kegiatan
perencanaan pengorganisasian,
pelaksanaan dan  pengawasan
terhadap pengumpulan dan
pendistribusian, serta
pendayagunaan zakat.

Zakat adalah harta yang wajib
disisihkan oleh seorang muslim
atau badan yang dimiliki oleh
orang  Islam sesuai dengan
ketentuan Agama untuk diberikan
kepada yang berhak menerima.

Zakat Mal adalah bagian harta
yang disisihkan oleh seorang
muslim atau badan yang dimiliki
oleh orang muslim sesuai dengan
ketentuan agama untuk diberikan
kepada yang berhak menerimanya.

Zakat Fitrah adalah sejumlah
bahan makanan pokok atau uang
seharga makanan pokok yang
dikeluarkan pada bulan Ramadhan
oleh setiap orang muslim bagi
dirinya dan bagi orang yang
ditanggungnya.

Muzakki adalah orang atau badan

yang dimiliki oleh orang Islam yang
berkewajiban menunaikan zakat.



16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

Mustahiq adalah orang atau badan
yang berhak menerima zakat.

Amil zakat adalah pengelola zakat
yang diorganisasikan dalam suatu
badan atau lembaga.

Agama adalah Agama Islam.

Infaq adalah harta yang
dikeluarkan oleh seseorang atau
badan, di luar zakat untuk
kemaslahatan umum.

Shodagoh adalah harta yang
dikeluarkan seorang muslim atau
badan yang dimiliki oleh orang
muslim, di luar zakat, untuk
kemaslahatan umum.

Rikaz adalah harta temuan yang
bernilai.

Hibah adalah pemberian uang atau
barang oleh seseorang atau badan
yang dilaksanakan pada waktu
orang itu hidup kepada Badan Amil
Zakat.



23.

24.

25.

26.

Waris adalah harta peninggalan
seseorang yang beragama Islam
yang sama sekali tidak memiliki
ahli waris yang berhak
menerimanya dan harta
peninggalan tersebut diserahkan
kepada Badan Amil Zakat
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Wasiat adalah pesan  untuk
memberikan suatu barang kepada
badan amil zakat, pesan itu baru
dilaksanakan sesudah pemberi
wasiat meninggal dunia dan
sesudah diselesaikan
penguburannya dan pelunasan
utang-utangnya, jika ada.

Kafarat adalah denda wajib yang
dibayarkan oleh orang melanggar
ketentuan agama.

Harta adalah semua kekayaan
orang atau badan yang dimiliki
maupun dikuasai yang berwujud,
baik yang bergerak maupun tidak
bergerak beserta bagian-bagiannya
ataupun yang merupakan satuan
tertentu  yang dapat dinilai,
dihitung, diukur atau ditimbang
termasuk hewan dan tumbuh -
tumbuhan.



27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

Nishab adalah jumlah minimal
harta  kekayaan yang  wajib
dikeluarkan zakatnya.

Kadar zakat adalah besarnya
perhitungan atau persentase zakat
yang harus dikeluarkan.

Haul zakat adalah masa pemilikan
harta kekayaan selama dua belas
bulan Qomariah atau 1 (satu)
tahun Hijriah atau saat perolehan
penghasilan.

Fakir adalah orang yang tidak
memiliki harta dan tidak
mempunyai penghasilan yang layak
untuk memenuhi kebutuhan
makan, pakaian, perumahan dan
kebutuhan primer lainnya.

. Miskin adalah orang yang memiliki

harta dan mempunyai penghasilan,
tetapi penghasilannya belum cukup
untuk memenuhi kebutuhan
minimum bagi dirinya dan

keluarganya yang menjadi
tanggungjawabnya.
Mualaf adalah orang yang baru

masuk Islam.

Rigab adalah budak atau hamba
sahaya.



34.

35.

36.

37.

Amilin adalah sebutan bagi setiap
orang yang  mengurus dan
mengelola zakat.

Gharimin adalah sebutan bagi
setiap orang yang mempunyai
hutang dan kemungkinan tidak
terbayar.

Sabilillah adalah orang-orang yang
berjuang di jalan Allah S.W.T.

Ibnu Sabil adalah musafir yang
kehabisan bekal dalam perjalanan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan :

a. Syariat Islam;

b. Amanah;

c. Kemanfaatan;
d. Keadilan;
e. Kepastian hukum;

f. Terintegrasi; dan

g. Akuntabilitas.



Pasal 3

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan, pembinaan,
pemberdayaan, dan pelayanan kepada
muzakki, mustahig, dan amil zakat.

Pasal 4

Pengelolaan zakat bertujuan untuk :

a. Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam menunaikan
zakat sesuai dengan tuntunan
agama;

b. Meningkatkan hasil guna dan daya
guna zakat;

c. Meningkatkan efektifitas dan
evisiensi pelayanan dalam
pengelolaan zakat;

d. Meningkatkan manfaat zakat untuk
mewujudkan kesejahteraan
masyarakat, penanggulangan
kemiskinan dan keadilan sosial;

e. Meningkatkan  kesadaran  umat
Islam; dan

f. Meningkatkan silaturahim antara
Muzakki dan Mustahigq.



BAB III

SUBYEK, JENIS DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 5

(1) Subyek zakat adalah orang Islam
atau badan milik orang Islam.

(2) Jenis zakat terdiri atas zakat maal,
zakat fitrah dan Zakat pendapatan
Profesi.

(3) Zakat maal sebagaimana dimaksud
ayat (2), meliputi :

a.

b.

emas, perak, dan logam mulia
lainnya;
uang dan surat Dberharga
lainnya;

Cc. perniagaan ;

o

SR oo

=t

pertanian, perkebunan, dan
perhutanan;

pertambangan;
peternakan dan perikanan;
pendapatan dan jasa;

. perindustrian;

rikaz;



(4) Obyek zakat fitrah adalah setiap

orang Islam yang masih hidup
sampai  sebelum  terbenamnya
matahari di akhir Ramadhan atau
yang lahir sebelum 1 Syawal.

BAB IV

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

(1)

(2)

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

BAZNAS Kota Cimahi terdiri atas
Ketua dan paling banyak 4 (empat)
orang Wakil Ketua.

Pimpinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari unsur
masyarakat yang meliputi Ulama,
Tenaga Profesional, Tokoh
Masyarakat Islam dan kaum
cendikia.

(3) Unsur masyarakat sebagimana

dimaksud pada ayat (2) bukan dari
pejabat daerah atau Pejabat yang
menduduki  jabatan  struktural
pemerintah.



(4) Dalam pelaksanaanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) boleh
dibantu oleh kesekertariatan yang
dipimpin oleh seorang sekertaris.

(5) Dalam pelaksanaan operasionalnya
sebagaimana dalam ayat (1) dan
ayat  (2) Pasal ini, untuk
menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan maka perlu di bentuk
satuan Audit Internal.

Pasal 7

(1) Pimpinan BAZNAS Kota Cimahi
Kota dipilih oleh tim seleksi yang
dibentuk oleh Walikota.

(2) Pimpinan BAZNAS Kota Cimabhi
Kota dipilih oleh tim seleksi
sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 0, diangkat dan
diberhentikan oleh Walikota setelah
mendapatkan pertimbangan dari
BAZNAS pusat.

(3) Pimpinan dan pengurus BAZNAS
Kota Cimahi harus segera dilantik
selambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari kerja setelah Surat Keputusan
dikeluarkan.



(4) Masa kerja pimpinan BAZNAS Kota
Cimahi dijabat selama 5 tahun dan
dapat dipilih kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan.

Pasal 8

BAZNAS Kota Cimabhi
bertanggungjawab kepada BAZNAS
Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah
Kota Cimahi.

Pasal 9

(1) BAZNAS Kota Cimahi memiliki
tugas melaksanakan pengelolaan
zakat, Infaq, shodaqoh dan dana
sosial lainnya pada tingkat kota.

(2) BAZNAS Kota Cimahi wajib
menyusun program kerja tahunan
untuk  kelancaran  pengelolaan
zakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 10

Susunan organisasi BAZNAS Kota
Cimahi terdiri atas :



a. Unsur Pimpinan yang terdiri dari
Ketua dan paling banyak 4 (empat)
Wakil Ketua;

b. Unsur Pelaksana terdiri dari Bidang

Pengumpulan, Bidang
Pendistribusian dan
Pendayagunaan, Bagian
Perencaaan, Keuangan dan

Pelaporan, Bagian Administrasi,
Pembinaan Sumber Daya Manusia
dan Umum;

c. Satuan Audit Internal.

Pasal 11

(1) Bidang dan Bagian sebagaimana
dimaksud pada Pasal 10 huruf b,
dipimpin oleh Wakil Ketua BAZNAS
Kota Cimabhi.

(2) Satuan Audit Internal sebagaimana
dimaksud pada Pasal 10 huruf c,
dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kota
Cimahi.

(3) Pelaksanaan tugas dan fungsi
bidang dan bagian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
dilaksanakan oleh Amil BAZNAS
Kota Cimahi dalam koordinasi
Wakil Ketua.



(4) Amil BAZNAS Kota Cimahi bukan
merupakan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan
Tanggungjawab Ketua dan
Wakil Ketua

Pasal 12

Ketua mempunyai tugas memimpin
dan bertanggungjawab atas seluruh
pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kota
Cimabhi.

Pasal 13

Wakil Ketua  mempunyai  tugas
membantu Ketua memimpin
pelaksanaan tugas BAZNAS Kota
Cimahi dalam perencanaan,
pengumpulan, pendistribusian dan
pendayagunaan, keuangan,
administrasi  perkantoran, sumber
daya manusia, umum, pemberian
rekomendasi, dan pelaporan.



Bagian Ketiga
Bidang Pengumpulan

Pasal 14
Bidang Pengumpulan dipimpin oleh

satu orang Wakil Ketua dengan
sebutan jabatan Wakil Ketua.

Pasal 15

Bidang Pengumpulan mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan
pengumpulan zakat.

Pasal 16
Dalam menjalankan tugas
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15,
Bidang Pengumpulan

menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan strategi pengumpulan
zakat;

b. pelaksanaan pengelolaan dan
pengembangan data Muzakksi;

c. pelaksanaan kampanye zakat;

d. pelaksanaan dan  pengendalian
pengumpulan zakat;

e. pelaksanaan pelayanan Muzakksi,



f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan
pengumpulan zakat;

g. penyusunan pelaporan dan
pertanggungjawaban pengumpulan
zakat;

h. pelaksanaan penerimaan dan tindak
lanjut komplain atas layanan
Muzakki; dan

i. koordinasi pelaksanaan
pengumpulan zakat tingkat Kota
Cimahi.

Bagian Keempat
Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan

Pasal 17

Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan dipimpin oleh satu
orang wakil ketua dengan sebutan
jabatan Wakil Ketua.

Pasal 18
Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan

pendistribusian dan pendayagunaan
zakat.



Pasal 19

Dalam menjalankan tugas
sebagaimana dimaksud pada Pasal 18,
Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan menyelenggarakan
fungsi :

a. penyusunan strategi pendistribusian
dan pendayagunaan zakat;

b. pelaksanaan pengelolaan dan
pengembangan data Mustahig;

c. pelaksanaan dan  pengendalian
pendistribusian dan pendayagunaan
zakat;

d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan
pendistribusian dan pendayagunaan
zakat;

€. penyusunan pelaporan dan
pertanggungjawaban
pendistribusian dan pendayagunaan
zakat; dan

f. koordinasi pelaksanaan
pendistribusian dan pendayagunaan
zakat tingkat Kota Cimabhi;

g. Menjadikan Mustahiq menjadi
Muzakki.



Bagian Kelima
Bagian Perencanaan, Keuangan, dan
Pelaporan

Pasal 20

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan
Pelaporan dipimpin oleh satu orang
wakil ketua dengan sebutan jabatan
Wakil Ketua.

Pasal 21
Bagian Perencanaan, Keuangan, dan
Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan
perencanaan, keuangan, dan
pelaporan.

Pasal 22
Dalam menjalankan tugas

sebagaimana dimaksud pada Pasal 21,
Bagian Perencanaan, Keuangan, dan
Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan penyusunan rencana
strategis pengelolaan zakat tingkat
Kota Cimahi;

b. penyusunan rencana tahunan
BAZNAS Kota Cimahi;



c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan
lima tahunan rencana pengelolaan
zakat Kota Cimahi;

d. pelaksanaan pengelolaan keuangan
BAZNAS Kota Cimahi;

e. pelaksanaan sistem akuntansi
BAZNAS Kota Cimahi;

f. penyusunan Laporan Keuangan dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
BAZNAS Kota Cimahi; dan

g. penyiapan penyusunan laporan
pengelolaan zakat tingkat Kota
Cimabhi.

Bagian Keenam
Bagian Administrasi, Sumber Daya
Manusia, dan Umum

Pasal 23

Bagian Administrasi, Sumber Daya
Manusia, dan Umum dipimpin oleh
satu orang wakil ketua dengan sebutan
jabatan Wakil Ketua.



Pasal 24

Bagian Administrasi, Sumber Daya
Manusia, dan Umum mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan Amil
BAZNAS Kota Cimahi, administrasi
perkantoran, komunikasi, umum, dan
pemberian rekomendasi.

Pasal 25

Dalam menjalankan tugas
sebagaimana dimaksud pada Pasal 24,
Bagian Administrasi, Sumber Daya
Manusia, dan Umum
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan strategi pengelolaan
Amil BAZNAS Kota Cimabhi;

b. pelaksanaan  perencanaan  Amil
BAZNAS Kota Cimabhi;

c. pelaksanaan rekrutmen Amil
BAZNAS Kota Cimahi;

d. pelaksanaan pengembangan Amil
BAZNAS Kota Cimahi;

e. pelaksanaan administrasi
perkantoran BAZNAS Kota Cimahi;

f. penyusunan rencana strategi
komunikasi dan hubungan

masyarakat BAZNAS Kota Cimahi;



g. pelaksanaan strategi komunikasi
dan hubungan masyarakat BAZNAS
Kota Cimahi;

h. pengadaan, pencatatan,
pemeliharaan, pengendalian, dan
pelaporan aset BAZNAS Kota
Cimahi; dan

i. pendataan LAZ yang ada di Kota
Cimahi baik bersekala Nasional,
Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh
Satuan Audit Internal

Pasal 26

Satuan Audit Internal berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Ketua
BAZNAS Kota Cimahi.

Pasal 27

Satuan Audit Internal mempunyai
tugas pelaksanaan audit keuangan,
audit manajemen, audit mutu, dan
audit kepatuhan internal BAZNAS Kota
Cimabhi.



Pasal 28

Dalam menjalankan tugas
sebagaimana dimaksud pada Pasal 27,
Satuan Audit Internal

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan program audit;

b. pelaksanaan audit;

c. pelaksanaan audit untuk tujuan
tertentu atas penugasan Ketua
BAZNAS Kota Cimabhi;

d. penyusunan laporan hasil audit;
dan

e. penyiapan pelaksanaan audit yang
dilakukan oleh pihak eksternal.

Bagian Kedelapan
Amil BAZNAS Kota Cimahi

Pasal 29

(1) Amil BAZNAS Kota Cimabhi
sebagaimana dimaksud pada Pasal
28 ayat (3) diangkat dan
diberhentikan oleh Ketua BAZNAS
Kota Cimahi.

(2) Amil BAZNAS Kota Cimabhi
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) direkrut melalui proses seleksi



dengan mempertimbangkan
kompetensi dan kebutuhan sesuai
tugas dan fungsi BAZNAS Kota
Cimabhi.

(3) Hak keuangan Amil BAZNAS Kota
Cimahi dibebankan pada Hak Amil.

(4) Amil BAZNAS Kota Cimahi bukan
merupakan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 30

(1) Ketentuan tentang Amil BAZNAS
Kota Cimahi diatur dalam
Peraturan Lembaga yang
ditetapkan dalam Keputusan Ketua
BAZNAS Kota Cimabhi.

(2) Peraturan Lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan yang
berlaku.

Bagian Kesembilan
Unit Pengumpul Zakat

Pasal 31
(1) Sebagai pelaksana teknis

pengumpul zakat, BAZNAS Kota
Cimahi dapat membentuk UPZ.



(2) UPZ sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibentuk di instansi
pemerintah dan swasta.

(3) Mekanisme  pembentukan  UPZ
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) diatur oleh BAZNAS Kota
Cimahi.

Pasal 32

(1) Lembaga Kemasyarakatan seperti
Dewan Kemakmuran Masjid (DKM)
Tingkat Kecamatan, Kelurahan,
Rukun Warga (RW), dan Rukun
Tetangga (RT) dapat berfungsi dan
bergabung sebagai UPZ.

(2) Hasil pengumpulan dan
pendistribusian UPZ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib
disetorkan dan dilaporkan kepada
BAZNAS Kota Cimahi melalui UPZ
tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

(3) Teknis yang dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam keputusan Pimpinan
BAZNAS Kota Cimabhi.



Bagian Kesepuluh
Tugas, Wewenang dan Tanggung
Jawab

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, wewenang
dan tanggungjawab BAZNAS Kota
Cimahi wajib :

a. melakukan perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian atas
pengumpulan, pendistribusian dan
pendayagunaan zakat ditingkat
kota.

b. melakukan koordinasi dengan
kementrian agama kota cimahi dan
instansi terkait dalam pelaksanaan
pengumpulan, pendistribusian dan
pendayagunaan zakat.

c. melaporkan dan
mempertanggungjawabkan
pengelolaan  zakat, infaq dan
sedekah, serta dana sosial

keagamaan lainnya kepada BAZNAS
Kota Cimahi Provinsi dan Walikota
Cimahi.



Bagian Kesebelas
Lembaga Amil Zakat

Pasal 34

(1) Lembaga Amil Zakat di Kota Cimahi
wajib memiliki rekomendasi dari
BAZNAS Kota Cimabhi.

(2) Lembaga Amil Zakat sebagaimana

ayat (1), wajib melaporkan
pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat yang telah
diaudit kepada BAZNAS Kota
Cimahi secara berkala.

BAB V
BIAYA OPERASIONAL BAZNAS
KOTA CIMAHI

Pasal 35

Untuk menunjang kelancaran kegiatan
operasional BAZNAS Kota Cimahi
dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dan hak
Amil.



BAB VI
PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 36

(1) BAZNAS Kota Cimabhi
mengumpulkan zakat dari setiap
penduduk Kota Cimahi dan atau
orang yang berada di Kota Cimahi
yang beragama Islam atau badan
yang berada di Kota Cimahi yang
dimiliki oleh orang Islam yang
memenuhi syarat menunaikan
zakat.

(2) Pengumpulan zakat di lakukan
dengan cara :

a. Menerima atau mengambil dari

muzakki atas dasar
pemberitahuan ;

b. bekerjasama dengan  bank,
untuk memberikan kemudahan

kepada muzakki dalam
melaksanakan pembayaran
zakat.

(3) Selain zakat, BAZNAS Kota Cimahi
dapat menerima infaq/ shodaqoh,
hibah, wasiat, waris dan kafarat.



(4) Waris yang dapat diterima BAZNAS
Kota Cimahi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah
waris yang tidak ada ahli waris
yang berhak.

Pasal 37

(1) Muzakki dapat melakukan
perhitungan  sendiri kewajiban

zakatnya atau meminta bantuan
kepada BAZNAS Kota Cimahi.

(2) Ketentuan perhitungan zakat
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi sekurang-kurangnya
syarat-syarat harta wajib zakat,
kebutuhan pokok minimal, nishab,
haul, dan kadar dengan
memperhatikan figh zakat yang
berkembang di Kota Cimahi dan
telah mendapat persetujuan Majelis
Ulama Indonesia.

Pasal 38

(1) Zakat yang telah dibayarkan
kepada BAZNAS Kota Cimahi dapat
dikurangkan dari laba/
pendapatan sisa kena pajak dari
wajib pajak yang bersangkutan



sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang
berlaku.
2) Bukti setoran an sah
yang

sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mencantumkan hal-hal
tersebut :

a.

nama, alamat dan nomor
lengkap pembentukan BAZNAS
Kota Cimahi;

b. nomor urut bukti setoran;

nama, alamat muzakki, dan
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP);

jumlah Zakat atas penghasilan
yang disetor dalam angka dan
huruf;

tanda tangan, nama, jabatan
Petugas BAZNAS Kota Cimahi,
tanggal penerimaan, dan
stempel BAZNAS Kota Cimabhi.



(3) Semua bukti setoran zakat atas
hasil yang dibayarkan oleh wajib
pajak orang pribadi pemeluk
agama Islam dan atau wajib pajak
dalam negeri yang dimiliki oleh
pemeluk agama Islam  dapat
diperhitungkan sebagai pengurang
penghasilan kena wajib pajak
melalui surat pemberitahuan
tahunan (SPT) pajak penghasilan
wajib pajak yang bersangkutan
pada tahun dibayarnya zakat
tersebut.

(4) Zakat yang diterima oleh BAZNAS
Kota Cimahi tidak termasuk
sebagai objek pajak penghasilan.

BAB VII
PENDISTRIBUSIAN DAN
PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Bagian Kesatu
Pendistribusian

Pasal 39

(1) BAZNAS wajib mendistribusikan
zakat yang berhasil dikumpulkan
kepada  mustahig  berdasarkan
ketentuan BAZNAS.



(2) Ketentuan BAZNAS tentang
pendistribusian zakat dan mustahiq
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi sekurang-kurangnya
kriteria skala piroritas mustahiq,
bidang garapan dan program, sifat
pendayagunaan, bentuk-bentuk
perikatan antara amil zakat dan
mustahiqg, serta hak amil dengan
memperhatikan figh zakat dan
telah mendapat persetujuan Majelis
Ulama Indonesia.

(3) Pendistribusian dilakukan dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut :

a. hasil pendataan dan penelitian
kebenaran mustahik 8 (delapan)
asnaf yaitu fakir, miskin,
mualaf, rigab, amilin, gharimin,
sabilillah dan ibnu sabil;

b. zakat didistribusikan kepada
mustahik di wilayah muzakki
dan atau di wilayah harta,
sebagai berikut :

1. Fakir dan Miskin sebesar
67.5% (Enam Puluh Tujuh
Koma Lima Persen);

2. Operasional Amilin sebesar
12.5% (Dua Belas Koma
Lima Persen);



3. untuk Mualaf, Rigab,
Gharimin, Sabilillah, dan
Ibnu Sabil sebesar 20%
(dua Puluh Persen).

. amil zakat yang sudah dapat
insentif dari pemerintah, tidak
lagi mendapat hak Amilin.

. mendahulukan orang-orang
yang paling tidak Dberdaya
untuk memenuhi kebutuhan
dasar secara ekonomi dan
sangat memerlukan bantuan,;

. hasil pengumpulan Zakat, Infaq
dan Shadaqgah diluar zakat
fitrah dibagikan kepada
mustahik setiap 4 (empat)
bulan sekali, dalam keadaan
mendesak dapat
dipertimbangkan dengan
Keputusan BAZNAS;

hasil pengumpulan zakat fitrah
dibagi habis kepada mustahiq
sebelum pelaksanaan Sholat
Idul Fitri;

. apabila di wilayah muzakki
sudah tidak ada lagi kaum fakir
miskin, maka BAZNAS dapat
mengalihkan kewilayah lain



yang terdekat dan
membutuhkan.

(4) Khusus untuk zakat fitrah
pendistribusiannya dikelola secara
penuh oleh UPZ berdasarkan Surat
Keputusan BAZNAS Kota Cimabhi.

(5) Dalam kondisi tertentu, BAZNAS
dapat  mendistribusikan  zakat
keluar Kota Cimahi.

Bagian Kedua
Pendayagunaan

Pasal 40

(1) Pendayagunaan hasil pengumpulan
selain zakat fitrah diperuntukan
dibidang usaha ekonomi produktif
dan di bidang sosial lainnya yang
berdasarkan :



a.

apabila pendistribusian zakat
sebagaimana dimaksud Pasal
21 sudah terpenuhi secara
prioritas dan ternyata masih
terdapat kelebihan, maka dapat
didistribusikan kepada yang
sangat membutuhkan;

. terdapat usaha-usaha yang

nyata yang berpeluang
menguntungkan sehingga
mustahiq menjadi muzakki,

mendapat persetujuan tertulis
dari Ketua BAZNAS Kota
Cimabhi.

(2) Pendayagunaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan persyaratan sebagai

berikut :

a. studi kelayakan;

b. menetapkan jenis usaha
produktif;

c. bimbingan, pendampingan dan

penyuluhan;

melakukan pemantauan,
pengendalian dan pengawasan;

melakukan evaluasi;
pelaporan.



BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 41

(1) BAZNAS Kota Cimahi wajib
membuat laporan tahunan yang
terdiri atas :

a. laporan Keuangan yang
meliputi : neraca, laporan
sumber dan penggunaan dana,
laporan arus kas dan catatan
atas laporan keuangan;

b. laporan Kegiatan yang meliputi:
perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi yang telah dilakukan
terhadap kegiatan
pengumpulan, pendistribusian
dan pendayagunaan zakat serta
kebijakan-kebijakan yang telah
ditetapkan.



(2) Laporan tahunan  disampaikan
kepada Pemerintah Daerah dan
DPRD selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan setelah tahun buku berakhir
yang telah diaudit oleh akuntan
publik dan dipublikasikan melalui
media massa.

BAB IX
WEWENANG DAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 42

(1) Dalam pengelolaan zakat, infaq dan
shadaqoh pemerintah daerah
memiliki kewenangan :

a. membentuk tim seleksi yang
terdiri dari unsur pemerintah,
MUI, Kemenag, BAZNAS Kota
Cimahi dan tokoh masyarakat
untuk memilih pimpinan
BAZNAS Kota Cimabhi.

b. merekomendasikan calon
Pimpinan BAZNAS Kota Cimahi
ke BAZNAS setelah
dikonsultasikan ke DPRD Kota
Cimabhi.



C.

mengangkat dan
memberhentikan Pimpinan
BAZNAS Kota Cimahi setelah
mendapat pertimbangan dari
BAZNAS.

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah :

a.

dalam melaksanakan tugasnya,
BAZNAS Kota Cimahi dibiayai
dari APBD dan hak Amil sesuai
dengan peraturan perundang -
undangan,;

. meminta pertanggungjawaban

BAZNAS Kota Cimahi;

Memerintahkan kepada setiap
Kepala SKPD untuk membantu
kelancaran pelaksanaan tugas
UPZ;

Mewajibkan kepada pejabat
instansi Pemerintah, Pegawai
Negeri Sipil dan atau karyawan
swasta yang beragama Islam,
untuk membayarkan zakat
pendapatannya (profesi);

Melakukan pembinaan,
teguran, atau peringatan
kepada seseorang dan atau
badan yang nyata-nyata

menolak membayar zakat.



f. Pemerintah membuat surat
edaran kepada BUMN,
Perusahaan swasta dan
Instansi lainnya yang berada di
Kota Cimahi, wajib membuat
Perjanjian Kerjasama dengan
BAZNAS Kota Cimahi terkait
pembayaran zakat mal.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 43

(1) Pengawasan terhadap kinerja
BAZNAS Kota Cimahi dilakukan
secara  internal oleh  Komisi
Pengawas/Audit Internal dan
secara Eksternal oleh Pemerintah
Daerah, DPRD dan Masyarakat.

(2) Ruang Lingkup pengawasan
meliputi pengawasan terhadap
keuangan, kinerja, pelaksanaan
peraturan  Perundang-undangan,
dan prinsip syariah.

(3) Kegiatan pengawasan dilakukan
terhadap rencana program kerja,
pelaksanaan program kerja pada
tahun berjalan dan setelah tahun
buku berakhir.



(4) Masyarakat baik secara pribadi
maupun melalui institusi dapat
berperan aktif dalam melakukan
pengawasan terhadap kinerja
BAZNAS Kota Cimabhi.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 44

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian
yang bertugas menyidik tindak
pidana, penyidikan atas
pelanggaran Peraturan Daerah ini
dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil.

(2) Dalam melakukan tugas
penyidikan, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berwenang :

a. menerima laporan atau
pengaduan dari seseorang
tentang adanya pelanggaran;

b. melakukan tindakan pertama
pada saat itu di tempat kejadian
dan melakukan pemeriksaan;

c. melakukan penyitaan benda
dan atau surat;



d. mengambil sidik jari dan
memotret seseorang;

e. memanggil seseorang untuk
didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

f. mendatangkan orang ahli yang
diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;

g. mengadakan penghentian
penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari penyidik
kepolisian bahwa tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan selanjutnya
memberitahukan hal tersebut
kepada penuntut umum,
tersangka, atau keluarganya,;

h. mengadakan tindakan Ilain
menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam
pelaksanaan tugasnya
berkoordinasi dengan  penyidik
Kepolisian.



BAB XII
LARANGAN

Pasal 45

Setiap orang dilarang melakukan
tindakan  memiliki, menjaminkan,
menghibahkan, menjual, dan/atau
mengalihkan zakat, infak, sedekah,
dan/atau dana sosial keagamaan

lainnya yang ada dalam
pengelolaannya.
Pasal 46

Setiap orang dilarang dengan sengaja
bertindak selaku amil zakat
melakukan pengumpulan,
pendistribusian, atau pendayagunaan
zakat tanpa izin pejabat yang
berwenang.



BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Setiap orang yang dengan sengaja
melawan hukum tidak melakukan
pendistribusian zakat sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang tentang
Pengelolaan Zakat dan dipidana
dengan pidana sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.

Pasal 48

Setiap orang yang dengan sengaja dan
melawan hukum melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
dengan pidana sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.

Pasal 49

Setiap orang yang dengan sengaja dan
melawan hukum melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
dipidana dengan pidana pidana sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.



Pasal 50

(1) Tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 dan
Pasal 48 merupakan kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49
merupakan pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
sejak diundangkannya Peraturan
Daerah 1ini, setiap organisasi atau
lembaga  pengelola  zakat = wajib
menyesuaikan menurut ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini.



BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai
berlaku, Peraturan Daerah Kota
Cimahi Nomor 2 tahun 2008 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 82
seri E) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya  dalam Lembaran
Daerah Kota Cimabhi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 Mei 2015

WALIKOTA CIMAHI,
Ttd
ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 23 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

SRI NURUL HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2015 NOMOR 192

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI
JAWA BARAT : 99/2015



